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KOALISI PARTAL ISLAM DAN WACANA PEMBELAHAN SOSIAL
DALAM SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA
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ABSTRAK

Penelitian imi menjelaskon hubungan kausal antara system pemilihan presiden, pembelalum sosul
dan identitas agama, dan pola partas |slam dalore membentuk koalisi pada pemilihan prestden.
Kenapa identitus Islam tidak log menjudi suluran ultoma? Kemudian, hgmnmu;mgwnhpmgnruﬁ
system electoral terhadap permtasalahan im? Padu prosesnya, penelibian imi menggunakan
pendekatan kuelitutif dengan menerapkan metode penelusuran sebugei cara dolamn memelaskan
fermmens peneliian, Penelition int menewukan balnva sisten Pemilihan Presiden Indonesio
cenderung dikategorikan sebagat sisterm majoritarian dengan menekankan pads perolehan suara lebih
diri 50%, . Kensekuensinyy, pembelulan sosial m:_,r.:m‘l menyempil iém;ggu prartal politik cenderung
berorientas ke temgah atay bersifat pragmatis. Hel mi dopat dibukbikan dengan dinamika pola koalis
yang terbentuk pudn Partai Islam. Mereka bidak membentuk suaty kesatuan wtuk mempertegas
identitas Islem atay pembelohan sesiul sebugar suatu kekuatar besar, namun mereka mencoba
memadikan unsur Nastonalis dan H:::'_l’gfu_l: dalamn menominasikan kandidat.

Kata kunci: Koalisi, Partai Islam, Pembelahan Sosial, Pilpres
ABSTRACT

This study exploins the causal relationship between the presidential election system, soctal cleavages
and religious identity, and the pattern of Islawic parties in forming coalitions in presidential
elections. Wy ts Islamic identity no longer the main channel? H does the electoral system affect
this problem ? In the process, this research uses @ qualitatioe approach by applying the tracing method
te expluin the research phemomenon. The research found that Indonesia's presudential election system
tends to be categorized as a majoritarian system with an emphasis on gaining more than 50% of the
oote. Consequently, socal cleavages are narrowing so that political parties tend to be center-oriented
or pragmatic. T'his can be proven by the dynamics of coalition patterns formed n [slamic parties, They
do rot form a untty bo emphasize lslmic identity or sooal deavage as a major power, but they try to
combine mutionalist and religious elements in nominating condidates.

Keyaords: Coalition, Ishomic Party, Soctal Clewoages, Presudential Election
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PENDAHULUAN

Indonesia meropakan negara dengan
populasi muslim terbesar di dunia, The
Royal Islamic Strategic Studies Centre
mempublikasikan daftar sepuluh negara
dengan populasi muslim terbesar,
Indonesia menjadi yang pertama dengan
jumlab 231,06 juta penduduk (86,7%)
beragama lslam®. Akan tetapi dalam politik
vlektoral, partai sekuler atan nasionalis
lizbih sukses daripada partai Islam3. Hal ini
tergambarkan Pada Pemilihan Legisiatif
tahum 2019, tga kursi terbanyak didapatkan
oleh Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai
Golongan Karya (Golkar)'. Begitu pun pada
Pemilihan Legislabif tahun 2014, tiga korsi
terbanyak didapatkan oleh PDIP, Golkar,
dan Gerindra®. Possati mengkategorikan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partm KEhangkil‘.ﬂn Bangsa (PKB), Partai
Amanat Nasional (PAN), dan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai
Islam yang berhasil mendapatkan korsi
pada kontestasi politik elektoral di
Indonesia”. Secara electoral, kenapa
identitas agama tidak menjadi media utama
partai lslam di Indonesia? Padahal
Indonesia meropakan negara mayoritas
Muslim terbesar di dunia. Kemudian,
bagaimana isu ini dijelaskan dalam

fenomena koalisi partai lslam pada Pilpres

2014 dan 2019? Karana data empiris
menunjukan bahwa seluruh partai 1slam
tidak pernah ada dalam koalisi yang sama
secara konsisten,

Pada tahun 2004, Indonesia mulai
menerapkan pemilihan presiden secara
langsung oleh rakyvat. Sebelumnya,
pemilihan presiden di Indonesia dipilih
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Kemudian, pasca jatuhnya rezim
Soeharto tahun 1998, terjadi beberapa kali
amandemen kenstitusi (Undang Undang
Dasar tahun 1945), salah satu hasilnya
adalah pemilihan presiden secara langsung,
Selain itw, untuk bisa mencalonkan
kandidat dalam pemilihan presiden, partai
pulitik di Indonesia harus memenuhi syarat
presidential threshold dengan jumlah 20
persen dari jumlah kursi di parlemen atau
25 persen dari suara nasional. Apabila satu
partai politik tidak memiliki jumlah
tersebut, maka partai politik dapat
berkoalisi dengan partai politik lainnya
untuk mencapai angka presidential
threshold. Regulasi ini membuat partai
Islam kehilangan daya tawar dalam
mengusung calon presiden, karena secara
elektoral, kursi dan perolehan suara partai
sekuler lebibh besar dibandingkan dengan
partai Islam. Seperti halnya pada Pemilihan
Presiden tahun 20014 dan 20019, kandidat
yvang menjadi calon presiden selurubnya

berasal dari partai nasionalis.

Y Kopsnandar, V B, & Bayw, 13 | [2021). 18 Megara dengan Populasi Muslim Terbesar Uunia. Tersedia di
hitps: / fdataboks katadata coid fdatspublish 2005 /11 /08 rissc-popalssi-musiim-ind onesia-terbesar-di-

dumnia (| Hakses: 28 Desember 2002)

' Mujani, 5, and Liddle, R W, (2005}, “Muslim Indonesia's Secular Democracy™, University of Californin Press;

Vil 44, Mo 4, pp. 575590,
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74 | Jurnal Keadilan Pemila



Tabel 1 Koalisi Partai Politik pada Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019

No Pemilu 2014 Femilu 2019
Partai Pengusung Kandidat Partai Penpusung Kandidat

1 CGerindea, PAN, PPP. PES, | Prabowo- PDIP, Goalkar, PKB, 'R, Jokiiwi-
CGolkar  (Koalisi Merah Hatta Masdern  (Koalisi Indonesio Wia ruf
Putih) Kurja)

2 PDIP, KB, Nasden, Jokowi-lusuf | Gerindra, PAN, Demokrat, Prabwowe-
Hanura (Koalls Indoncsda | Kalla PES (Koalist Indonesda Adil Sandt
Hebat) Maksnur)

Sumber: diproses oleh penulis dan Komist Pemilihan Umum Republik Indenesia, 2022

Keterangan:

1. PrabowoSubiantoadalah Ketua Umum
Partai Gerindra, pada Pilpres 2014
berpasangan dengan Hatta Kajasa yang
murup&kan Ketoa Umum PAN,
sedangkan pada Pilpres 2019
berpasangan dengan Sandiaga Uno
yang juga kader Gerindra (Wakil
Gubermur DEI Jakarta 201 7-2018).

2. Joko Widodo (Jokowi) adalah kader
PDIP sebelumnya menjabat Gubernur
DKI Jakarta (2012-2014), pada Pilpres
2014 berpasangan dengan Jusaf Kalla
yang sebelumnya adalah Wakil
Presiden Republik Indonesia (2004-
2009) dan berafiliasi dengan Partai
Golkar, sedangkan pada Pilpres 2019
Jokowi berpasangan dengan Ma'rof
Amin yang sebelumnya menjabat
sebagai Ketua Umum Mejelis Ulama
Indonesia (MUI) dan berafiliasi dengan
KB,

3. Prabowo dan Jokowi menggambarkan
pengaruh partai sekuler atan nasionalis
yvang lebih mendominasi politik

elektoral di Indonesia.

Dominasi partai sekuler di tengah
mayoritas Muslim terbesar di dunia
menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam,
asumsi yang umumnya muncul jika
berhadapan dengan situasi tersebut adalah
partai Islam yang seharusnya mendominasi
politik di Indonesia, Akan tetapi, partai
Islam bGdak menjadi saluran politik bagi

Muslim di Indonesia pada umumnya.
Selain ito pada pemilihan presiden 2014 dan
20119, partai Islam yang memiliki kursi di
parlemen tidak berkoalisi untuk mengu-
sung calon presiden dari partai Islam.
Kondisi ini menggambarkan dinamika
politik Islam di Indonesia yang dinamis.
Kekuatan politik Islam di Indonesia bukan
berarti lemah, adanya latta Rajasa dan
Ma'ruf Amin menggambarkan masih
adanya daya tawar dari partai lslam dalam
komteks politik elektoral.

Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan identitas agama yang tidak
lagi menjadi media utama bagi partai lslam
dalam kontestasi politik. Selain itu,
penelitian ini juga menjelaskan hubungan
kansal antara system electoral, pembelahan
sosinl dan identitas agama, dan pola partai
Islam dalam membentuk koalisi pada
pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019,
Partai Islam yang dimaksud dalam
pL’nEl itian ini dibatasi pai:la PPP,. PEB, PAN,
dan PKS.

METODEFPENELITIAN

Peneliian ini menggunaakan metode
kualitatif, sehingga dalam proses
pengumpulan dan interpretasi data
melibatkan peneliti sebagai pemeran utama
dalam menjelaskan permasalahan
penelitian. Sebagaimana, Corbin dan
Strauss menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif melibatkan peneliti dalam proses
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pengumpulan dan interpretasi data’.
Karena itu, untuk membangun analisis
yvang lebih mendalam, maka penelitian ini
menggunakan process tracing untuk
mendalami peristiwa yang telah teradi dan
menghasilkan argumentasi kausal melalui
interpretasi makna yang berkualitas, Beach
dan Pederson menekankan bahwa
argumentasi kausal atau cowsal medhunism
lebih dari sekedar mendeskripsikan
fenomena Eﬂl‘EliTi.'i, namun menjelaskan
cause and effect’. Kemuodisn, penelitian ini
tidak mengkaji seluruh peristiwa pemilihan
presiden secara langsung di Indonesia,
namun dibatasi pada Pemilihan Presiden
tahun 2014 dan 2019. Samber data
peneliian ini berdasarkan pada peristiwa
empiris yang telah terjadi dan terdokn-
mentasi pada data sekunder yang
dihimpun dari media massa dan artikel
ilmiah. Pada konteks ini data dianalisis dan
diinterpretasikan ke dalam teks naratif,
kemudian divalidasi dengan menggunakan
metode triangulasi.

PEMBAHASAN

Demokrasi dan politik di Indonesia
diwarnai dengan dua ciri aliran dan
pembelahan sosial, yaito Nasionalis dan
Islam. Meskipun kondisi ini berbeda
dengan demokrasi Indonesia tahun 1950an
vang memiliki lebih banyak aliran atau
pembelahan sosial karena dimasa ito aliran
politik secara sosial lebih mengakar di
masyarakat’. Pembelahan sosial sempat
menurun karena kebijakan Orde Baru
melalui fusi partai politik. Kemudian,
politik aliran dan pembelahan sosial

kembali bangkit pasca Orde Baru, dilihat
dari bertambahnya partai politik peserta
Pemilu tahun 1999 (dari yang sebelumnya
hanya tiga partai), dan arah pefjuangan
partai yang identik dengan aliran politik
tertentu, seperti partai politik yang
berasaskan Islam yaitu Partai Keadilan
[sekarang menjadi PKS), dan PPP.

I} si151 lain, Indonesia berhasil
membangun demokrasi dengan Pemilu
vang bebas, adil, dan damai. Akan tetapi,
bukan berarti demokrasi pasca reformasi
tanpa catatan perbaikan. Penelitian
sebelumnya, menyebutkan bahwa demo-
krasi di Indonesia melemah karena adanya
kompromi dengan politisi korup dan
pemimpin agama yang intoleran, selain it
lingkaran presiden bukan orang-orang
yang memegang tegoh prinsip-prinsip
demokrasi'". Kemudian, fungsi dasar
demokrasi di Indonesia joga melemah
karena korangnya subsidi negara untuk
partai politik, sehingga lembaga legislative
dan eksekutif menjadi pendapatan
alternatif bagi partai ]::rulitik."

Partai sekuler mendminasi kontestasi
politik di Indonesia, seperti halnya pada
Pemilu Legislatif tahon 2004 dan 2009,
partai sekuler lebih mendominasi kursi
parlemen, kemudian pada Pemilihan
Presiden tahun 2008, enam calon presiden
berasal dari partai sekuler”. Eksistensi
partai Islam dalam poelitik electoral di
Indonesia seakan kontra diktif dengan
kondisi Indonesia sebagai negara dengan
penduduk Muslim terbesar di dunia.
Kinerja partai Islam di Indonesia kurang
baik karena Islam bukan menjadi variable
yvang cukup untuk membentuk afiliasi

Corbin, |, and Strouss, A, (2074}, Basics of Qualitative Kesearch: Techniques and Procedures for Developing

Crounded Theory, 4 ed. 2004, London: Sage Poblication.

tearh, Dereke, and Pedersen, Hasmuos Brun. (2013). Process-Tracing Methiods: Feondations and Coidelines. the

University of Michigan "ress: Michigan.

Ufen, A (2004). “From "aliran” to dealignmenit: political parties in post-Suharto Indonesia”, South Fast Asia

Research, Vol. 16, No. 1, pp_5-41.

thand, B. {2019). Politics in Indonesia- Resilient Elections, Defective Demooacy. Sysney: Lowy Institute for

Intermatiomal Policy.

' Mietrmer, M. (2007). “Party Financing in PestSoehario Indonesia: Bebween State: Sobsidies and  Palitical
* i, {Com boutheast Asta, Vol 249, No 2 pp. 2382004

Mujani, 5., and Liddle, B W_ {28}, “Muoslim Indonesia’s Secular Democracy™, University of Cajifornia Press,

Vol 44, Nod, pp. 575590
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pﬂlil:ik". Dengan demikian, partai Islam
bukan menjadi cara ntama bagi Muslim di
Indonesia dalam menyalurkan aspirasi
politik.

Persealan lainnya adalah kurang
kuatnya interaksi ontara para pemilih,
organisasi masyarakat Islam, dan partai
Islam, sehingga partai Islam di Indonesia
menjadi lemah dalam politik electoral’.
PPemilih merupakan bagian penting dalam
politik electoral, karena pemilih dalam
demokrasi adalah pemegang kedaulatan
yang suaranya diperebutkan oleh partai
politik. Kemudian, organisasi masyarakat
Islam merupakan bagian dari kebebasan
berserikat dalam demokrasi. Seperti halnya
MNahdlatul Ulama (NU) dan Muhamma-
divah vang beranggotakan jutaan orang.
Berdasarkan survey tahun 2021, 60%
populasi di Indonesia terafiliasi dan
berorientasi pada NU, lalu 6-7% terafiliasi
pada Muhammadivah". Pemilih dan
organisasi masyarakat keduanya merupa-
kan bagian penting dalam politik electoral,
dengan dukungan mayoritas pemilih dan
urganisasi masyarakat, partai politik dapat
memenangkan Pemiluy dan mengelola
kontlik kepentingan di antara masyarakat,
sehingga dapat mewujudkan stabilitas
politik dan pemerintahan.

Selain ite, wmat [slam di Indonesia lebih
tertarik pada isu ekonomi dan desentra-
lisasi karena nilai-nilai Islam dapat lebih
mengakar di tingkat focal”. Akan tetapi, hal
ini bukan berartd umat [slam di Indonesia
tidak berpolitik, Meitzner dan Muhtadi
menjelaskan bahwa seperempat umat Islam
di Indonesia mendukung agenda social
politik lslam’. Melemahnya pengaruh
partai Islam di Indonesia bukan berarti

kemunduran politik lslam, akan tetapi
Islam telah melampauni partai sekuler,
kuatnya pengaruh agama dalam politik
Indonesia terlihat dari peningkatan
peraturan daerah berbasis Syariah,
meskipun badan legislative daerah
didominasi oleh partai sekuler”. Dengan
demikian, politik Islam sejatinya
memainkan peranan strategis dalam
demokrasi Indonesia, sehingga Islam
senantiasa mendapatkan bempat dalam
politik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita
mendapatkan banyak penjelasan soal
mengapa Islam bukan menjadi saluran
utama bagi partai poelitik. Mulai dari
transformasi politik Islam yang telah
melampani partai Islam, kelemahan partai
Islam dalam membangun kedekatan
dengan pemilih Muslim, serta orientasi
masyarakat yang tidak bergantung pada isu
politik Islam. Beberapa faktror tersebut
menjelaskan isu Islam Hdak hanya menjadi
bagian dari partai Islam namun juga bagian
dari partai nasionalis, Hal ini mengindi-
kasikan bahwa baik partai lslam maupun
partai nasionalis telah berorientasi menjadi
semakin memusat atau ketengah. Pada
konteks ini, perbedaan dengan penelitian
lainnya, penelitian ini menggunakan
variabel sistemn pemilu dan kajian koalisi
partai politik untuk menjelaskan orientasi
partai Islam yang cenderung mengaroh ke
tengah dalam kontestasi Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia.

% Epley, |, and Jung, &£ {2016), “Vertically Disconnected: The Politics of Islam in Democrabic Indonesia®, Asian

Jowrmial of Social Scienoe, Vol 44, Mo, 1 /2, pp. 5477
ibid

|

Data didapatkan dan perkulizhan Bersama Cireg Fealy mhon 2002 di U1

= Fossati, 1. {2019). " The Resurgence of ldenlogy in Indonesia: Political fslam, Aliran and Political Behavioor®,
Jourmal of Current Southeast Asian Affairs, Vol 31, No. L pp 115148

Mictemeer, M. and Muhtads, B (2018). “Explaming the 2006 Islamist Mobilisation i indooesia: Religious

Intnlerance, Miliant Lroups and the Polifics of Accommadation”, AsianShodies Review, 9 fuly 3058, 1-19

" fanowidpdja (2010) menjelaskan bahwa
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Pemilihan Presiden dan Perbedaan Jalan
Koalisi Partai Islam di Indonesia

Sistem pemilihan presiden di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017
tentang Femilihan Umuom. Pemenang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia diatur pada Pasal 416,
vaitu “Pasangon Calon terpilih adalnh
Pasamgan Calim yang memperoleh suara lebif
dart 50% (Tivnn prafuh prrsen) dart jumish swara
diliom Pemily Presidem don Wakil Presiden
dengun sedikiinye 20%  (dua puluh persen)
sugmt i setiap provinsi yany fersebar di lebif
dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di
Indomesin.” Ketentuan lebih dari lima puluh
persen menggambarkan bahwa kandidat
harus mendapatkan suara mayoritas,
sehingga sistem ini dapat dikategorikan
sebagai sistem majoritatan,

Secara teoritis, pembelahan sosial lebih
cenderung tidak terjadi pada system
majoritarian, sehingga pengaruh struktur
sosial dan identitas partai terhadap perilakn
memilih lebih lemah". Karena itu, isu
pemanfaatan identitas cenderung muncul
pada system proportional, karena partai
atou kandidat berusaha untuk memperknat
ikatan mereka dengan pendukung intinya
(kelompok homogen) dan memperluas
dukungannya pada kelompok heterogen.
P’ada sistern majoritarian, partai politik
cenderung mengarah ke tengah untuk
mendapatkan suara masyarakat. Setap
partai dan kandidat didorong untuk
mengadopsi insentif sentripetal dengan
mengadvokasi centrist policies™.

Liniversity Press, pp TN dan 150,

Pada kasus Indonesia, kebijakan menengah
ini tidak terlalu berpihak pada Islam
maupun Masional, sehingga seluruh partai
cenderung mengkombinasikan keduanya.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan
koalisi partai Islam vang juga beraliansi
dengan partai nasionalis untuk menomi-
nasikan kandidat.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2009,
keempat partai Islam dalam parlemen PPP,
PEB, PAN, dan PKS ada dalam satu koali=
mengusung kandidat petahana, Sosilo
Bambang Yudhoyono (5BY) dan Beediono,
Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden tahun
2014, PKB bergabung dengan Koealisi
Indonesia Hebat yang beranggotakan PDIP,
PKB, Nasdem, dan Hanura untuk
mengusung pasangan Joko Widodo dan
Jusuf Kalla (Jukowi-JK). Sedangkan, PPP,
PAN, dan PKS bergabung dalam Koalisi
Merah Putih untuk mengusung pasangan
Frabowo Subianto dan Hatta Kajasa
(Prabowo-1 latta).

PKB memiliki keputusan yang berbeda
dengan partai Islam lainnya pada Pemilihan
Presiden tahun 2014, Penyebab PKB
bergabung dengan koalisi PDIP adalah visi
dan misi yang dimiliki PDIP-P yang
mengusung nilai-nilai NKRI dan tidak
bertentangan dengan Ahlussunnah wal
Jamaah." Selain itu, Abdul Aziz Mansyur,
Ketua Dewan Syuro PKB menjelaskan
alasan lain bahwa poros koalisi lainnya diisi
oleh kelompok yang kerap "mencurni”
masjid, mengkafirkan dan membida‘ahkan
tahlilan dan ziarah kubur™. Hal yang
menarik lainnya adalah kealisi PDIP

Marris, Pippa. (HiM). Electoral Enginesring: Voting Hules and Hectoral Behavior. Cambridge: Cambridgs

e Cary W (1990)), Centripetal and Centrifugal Incentives in Blactoral Systems, Midwest Political Scence

Al Ayyubi, 5, & Zobr, & (2004) Pilpres 2004 Alasan PRB Koalisi dengan PDIP & Nasdem Usung Jokowi.
Tersedia di: https:/ /kabar24 bismiscom/ read f 20040570/ 355/ 226692 / pilpres-2014-alasan-pkb-koalisi-
drngan-pdip-nasdem-usung-jokowt ([Hizises 28 Desember 2027); Pumomn, W A, & Suxanto, 1L (2A704).

Kenapa PKB Ngotot Ajukan Mohaimin Jadi Cawapres Jokowi?,

Tersedia di:

hitpef f pemilu tempo co famp /570685  kena pa-pkb-ngotot-ajukan-mhaimin-jadi-cawap res-jokowi

{Dinkses: 28 Desember 2027,

Fiansyah, K. (2014). PAN Resmi Dokung Prabowo sebagai Capres. Tersedia di:

https/ / nasional kompas.com S read f 2018,/05 £14/ 1306461 / PAN . Resmi Dukung. Prabowo sebagai Capres

{ Lyizb=es: 28 Desember 2127,
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dianggap sebagai langkah untuk menye-
lamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.

Secara ideologis, dalam konstitusi PKB
tidak tertulis berasaskan lslam, seperti
halnya PKS dan PPP. PKB merupakan
partai yang dikategorikan scbagai partai
Islam-inclusive yang basis pemilihnya
adalah masyarakat yang terafiliasi dengan
NU". Secara kultural, tradisi beragama NU
cenderung lebih tradisionalis, berbeda
dengan Muhammadiyah yang cenderung
moderat. Akan tetapi, dalam prakik politik
PKB lebih terbuka berkoalisi dengan partai
sekuler atau nasionalis, seperti PDIP
dibandingkan dengan partai Islam lainnya,
seperti PKS misalnya. Pernyataan Abdul
Aziz Mansur me:nguatkﬂn posisi PKB yang
lebih tradisionalis dan menegaskan bahwa
kondisi akar rumput PKB berbeda dengan
vang dimiliki oleh PKS maupun PAN,
khususnya kelompok menentang tradisi
ML

Selain itu, PKB juga mewacanakan
kandidat yang lebih mungkin diakomodir
oleh koalisi PDIP. PKB pun mewacanakan
Rhoma Irama, dan Mahfud MD sebagai
kandidat calon presiden, lalo mengajukan
nama Muhaimin Iskandar (Cak lmin)
sebagai kandidat calon wakil presiden™.
Kemudian, PKB juga mewacanakan [usuf
Kalla untuk menjadi calon presiden,
khususnya bagi kelompok PKEB Indonesia
Timur. Akan tetapi, semua usulan tersebut
bergantung pada daya tawar PKB dalam
koalisi. PKB menyadari bahwa daya tawar
dalam koalisi ditentukon berdasarkan
perolehan suara di parfemen atau jomlah
kursi di DPR. lal ini selaras dengan pen-

P Do),

dapat Caplow bahwa kekuatan partai di
parlemen dapat menentukan daya tawar
dalam koalisi. Posisi tawar PEB lebih kecil
dibandingkan dengan PDIP yang memiliki
19 kurs: di parh_'mt:n". Dengan demikian,
PKB lebih banyvak mengikuti keputusan
PDIP dalam koalisi.

Meskipun PKB gagal dalam men-
calonkan Cak Imin sebagai calon wakil
presiden, namun PKB mendapatkan posisi
tiga menten dalam Kabinet Indonesia Kerja
tahun 2004-2019. Posis PEDB dalam konteks
ini lebih kuat dibandingkan dengan
Masdem dan Hanura. Kepentigan PKB
dalam koalisi juga dikuatkan dengan posisi
Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, karena
sebelumnya |K merupakan salah sato
kandidat yang dipromosikan oleh PKB
sebagai calon presiden.

Pada poros Koalisi Merah Putih yang
terdin dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS,
Golkar, terdapat tiga partai lslam, PAN,
PKS, dan PPP. PAN berada di posisi nomor
tiga dalam koalisi, kemudian diikuti oleh
PKS, dan selanjutnya PPP. Koalisi ini gagal
memenangkan Pemilihan Presiden tahun
2014. PAN memutuskan untuk bergabung
dengan Gerindra karena kesamaan platform
politik, khususnya dalam mengatasi
persoalan negmu. Pada koalisi ini, PAN
lebih memiliki momentum dibandingkan
dengan partai Islam lainnya, meskipun
secara kursi parlemen, Golkar lebih
mendominasi koalisi. Kesempatan PAMN
muncul karena PAN lebih mendominasi
kursi parlemen dibandingkan dengan
partai Islam lsinnya. Kemudian, llatta
Kajasa dinilai memiliki potensi untuk

Haswadan, A K (2004). Political 1skam in Indonesia: Presentand Foture Frends, Asian Survey, val. XLIV, no. 5,

¥ Purnomo, W A & Susanto, [ [2004). Kenapa PEB Ngotot Ajukan Mohaimin Jadi Cawapres Jokowi?. Tersedia
di: https:/ / pemilu_tempoomn S amp /570685 kena pa-pkb-ngototajukan-mubaiminjadi-cawapres-jokowi

(I Makses 26 Despmber 20220,

" Sumedi, 1, & Kurniowah, E. (214). Kanbkos PKS Batal Usung fosuf Kalls Menjadi Capres. Tersedia di:
hittps:f fnasional rmpo.cny tead £ 57000 2/ ken kus-pkb-bhatal-usime-jusuf-kalle-menjadi-capres ([iakses: I8

[December 20127,

= lihat Caplow, 12 [1956). " A Theory of Coalitions m the Triad®, American Sociological Review, Vol 21, No. 4, pp.

AH9-493.

Fiansyah, R. (20714), PAN Hesmi Dukung Prabowo sebagai Capres. Tersedia di:

hittps:/ / nasiomal kompas.com / read /2004 / (5 14,/ T506401 f PAN Resmi Dulkung, Prabowo sehagai Capres

(Diakses: 28 Desember 200270,
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dicalonkan sebagai wakil presiden. la
pernah memegang berbagai jabatan di
legislatif dan eksekotif, kemudian saat itn ia
juga meropakan Ketua Umum PAN,
sehingga memiliki pengaruh di partai
tersebut. Selain itu, ia juga memiliki
hubungan keluarga dengan Presiden
Republik Indonesia ke 5, Susilo Bambang
Yudhoyono. Perolehan korsi PAN dan
ketokohan llatta Kajasa mempengaruhi
posisinya dalam koalisi. Meskipun PAN
tidak bisa menyaingi Gerindra karena
taktor kekuatan parlemen dan elektabilitas
kandidat yang lebih besar, namun PAN
dapat memainkan peran lebih baik
dibandingkan Golkar dan partai Islam
lainnya di koalisis tersebut.

Berbeda halnya dengan PAN, PPP
mengalami banvak perspalan internal
untuk bisa secara resmi bergabung dalam
koalisi Gerindra. Konflik internal terjadi di
antara petingyi partai. Suryadharma Ali,
yvang saat itu Ketua Umum PPP memutus-
kan untuk mendukong Prabowa,

Sedangkan wakilnya, Suharso
Monoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP,
Homahurmuzy yang didukung oleh
Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden Rl
melakukan pergerakan untuk mendoukung
Jokowi™. Kekuatan politik paling kecil
dalam Koalisi Merah Putih adalah PPP, baik
dari jumlah %ursi mauvpun pengaturan
agenda. Setelah berdinamika, akhirnya PP
memutuskan untuk mendukung Prabowao.
Situasi politik ini lah yang menyebabkan
posisi politik PPP dalam koalisi menjadi
semakin lemah, sehingga PP tidak bisa
mengajukan kandidat alternatif ontuk
mengisi posisi calon wakil presiden.

Sedangkan PKS, sebelumnya pernah
menetapkan bga kandidat unggulan dari
internal partai, mereka adalah Hidayat Nur
Wahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan.
Akan tetapi, pengaruh politik PKS dalam
koalisi idak lebih kuat dan PAN, sehingga

= Asril, 5. (2014). PPP

Resmi Dukung Frabowo pada Pilpres.

PKS tidak bisa menempatkan kadernya
dalam posisi wakil presiden. Sebelumnya,
PKS melakokan komuonikasi pra koalisi
dengan berbagai partai, baik kepada
Demokrat, PDUP, Golkar danGerindra.

PAN, 'I'P, dan PKS tidak menonjolkan
basis massa Islam yang mereka miliki untuk
menguatkan posisi mereka dihadapan
Gerindra dan Golkar: Tidak seperti PKB
yang selalu menarasikan terafiliasi dengan
NU dan kader-kadernya adalah akar
rumput dar anggota NU. Akan tetapi,
Hatta Rajasa dan PAN dapat lebih
memanfaatkan momentum, sehingga bisa
menempati posisi calon wakil presiden
dalam koalisi Meskipun pada wmumnya
stigma terhadap PAN juga berkaitan
dengan kadernya yang terafiliasi dengan
Muhammadiyah.

Berdasarksn dinamika politik dan pola
yvang terbentuk pada pemilihan presiden
tahun 2014, semua partai Islam dalam
konteks ini memainkan pengaruh untuk
mendapatkan peran strategis dalam koalisi.
Mamun yang perlu digaris bawahi adalah
nihilnya wacana koalisi partai Islam. Selain
itn, dalam berkoalisi pun wacana yang
muncul cenderung ada di tengah, tidak
menonjolkan salah satu sisi pembelahan
sosial. Dengan demikian, pada pemilihan
presiden 2014 terbuti bahwa pembelahan
sosial tidak menjadi isu utama bagi partai
Islam.

Selanjutnya, pada Pemilihan Presiden
thun 2019, perbedaan koalisi hanya ada
pada PPP yvang memutuskan untuk
bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja
yang dipimpin oleh PDIP. PPP dan PKB ada
dalam satu koalisi mendukung Jokowi-
Ma'ruf. PPP yang sebelumnya mendokung
Prabowo berubah orientasi dengan
mendokung kandidat petahana. Hal ini
berkaitan dengan melemahnya pengaruh
Suryadharma Ali, yang terjerat kasus
korupsi dana haji sehingga ia dibukom 6

lersedia di:

https:/ fmasional kompas comy read / 2004 /057120218266 / PP Resmi Dubkung, Prabowe pada_ Pilpres

(Diskses: 28 Desember 2027
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tahun pﬂnjamn. Survadharma pun mundur
dari jabatan Ketna Umum kemudian
digantikan oleh Romahurmuzy. Proses
pergantiannys pun diwarnai dengan
konflik internal dan muncolnya dualisme
kepemimpinan antara Romahurmuzy dan
Djan Fanidez. Adanya konflik internal dan
kasus korupsi membuat pengaruh PPF kian
melemah dihadapan koalisi.

Bergabungnya PPP dalam Koalisi
Indonesia Kerja dapat menguatkan posisi
PKB sebagai leading seclor basis massa Islam
di dalam kealisi. Posisi Jokowi sebagai
petahana memiliki daya tawar tinggi untuk
memilih calon wakil presidennya sendiri,
sebagaimana kasus periode kedoa SBY
yang memilih wakil presiden di luar dari
kader partai koalisi. Akan tetapi, kasus ini
berbeda dengan sitopasi Jokowi periode
kedua, pergerakan kelompoek Islam di
Indonesia semakin meningkat setelah
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun
2017, sehingga kelompok lslam cenderung
mendukung agenda sosial politik tertentu™.
Dengan demikian, pemilihan wakil
presiden harus mempertimbangkan figor
vang mewakili kelompok Islam. Perpaduan
antara |Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah
kombinasi antara kelompok nasionalis dan
rﬂl.igil.u-i.“. Munculnya nama Ma'ruf tidak
terlepas dari peran PKB dan PPP dalam
mempengarnhi keputosan Jokowi,
sehingga mereka mendapatkan posisi wakil
presiden.

Berbeda halnya dengan Koalisi
Indonesia Kerja, partai Islam pada Koalisi
Adil Makmur, PAN dan PKS kehilangan
daya tawar politiknya. Pada Pemilihan
Presiden tabun 2014, PAN dapat memak-
simalkan momentumnya untuk bisa

mendapatkan posisi calon wakil presiden.

Akan tetapi pada Pemilihan Presiden tahun
2019, Gerindra mendominasi koalisi,
bahkan posisi calon wakil presiden pun
diisi oleh Sandiagn Uno, kader Gerindra.
Meskipun setelah dipilih menjadi calon
witkil presiden, Sandiaga Hidak lagi menjadi
kader Gerindra. Akan btetapi, sosok Sandi
saat itu lebih banyak dicitrakan sebagai
seorang religins untuk melengkapi peran
Prabowo yang dikenal nasionalis.

Pada akhirnya, Koalisi Indonesia Kerja
yang mengusung Jokowi-Maruf meme-
nangkan Pemilihan Presiden tahun 2019,
Kemudian, Gerindra pun memutuskan
untuk bergabung dengan Kabinet
Indonesia Maju. Begitu pun dengan PAN
yang bergabung kembali dengan kekuasa-
an, l'iga partai Islam dalam parlemen ada di
dalam koalisi pemerintah, hanya PKS yang
konsisten dengan posisinya EIEbEEEli oposisi
pemerintah. Pemilo tabun 2019 berbeda
dengan kondisi SBY tahun 2009 dimana
seluruh partai lslam dalam parlemen
mendukungnya untuk melanjutkan
pemerintahan. Sedangkan Jokowi tidak
memutuskan sendiri calon wakil
presidennya, terjadi proses politik di antara
partai koalisi, khususnya dalam menomi-
nasitkan Ma'ruf Amin sebagai calen wakil
presiden. Akan tetapi, dominasi tersebut
justru muncul di kubu penantang petahana,
Prabowo dan Genndra lebih mendominasi
proses nominasi kandidat.

Posisi. partai Islam pada tohun 2019
secara electoral masing-masing memiliki
kekuatan yang tdak jauh berbeda, PKB
dengan suara paling tinggi dan PP dengan
suara paling rendah, PKS dan PAN bersaing
ketat. Perbedaan ideologi dan kepentingan
diantara partai lslam menjadi aspek
fundamental dalam menentukan arah

" Ferdinan. {2016). Terbukti Koropsi Ibadah Haji, Suryadharma Afi Dibukom 6 Tahun Penjara. Tersedia di:
hitps:/ /mews. detibocom / berita f d-3115925 f terbukti- korupsi-ibadab-haji-surya dharma-ali-dibio kam-6-

tahur-penjars (| Hakses: 8 Janoar M23),

®  Mistrmer, M., and Muhtadi, B. (20015). “Explaining the 2016 lslamist Mobilisation in Indonesia: Religiouns
Intederance, Militont Croups and the Polites of Accommodation”, Asian Stndies Beview, Y july 2008, 1-149

T Riana & Mantor: (2018). Jokowi Ungkap Alasannya Filih Maruf Amin Jadi Cawapres. Tersedia di:
https:/ fnasional tempo.co/ read /1115551 fjokowi-ungkap-alasannyea-pilih-marof-amin-jadi-cawapres

(L¥akses 8 |anuwari 3],
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koalisi®. Selain itu, konflik internal dan
minimnya figur poltk yang dimiliki oleh
partai Islam menyebabkan pengaruhnya
dalam koalisi semakin menurun.
Kemudian, hal ini juga disebabkan oleh
rendahnya kursi partai di parlemen.
Dengan demikian, peran dalam koalisi
cenderung lebih didominasi oleh partai
sekuler atan nasionatis, karena perolehan
kursi yang lebih banyak dan elekiabilitas
kandidat yang lebih tinggi dan partai [slam.

Akan tetapi, dari kedua momentum
pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019,
pola yvang sama tetap muncul yaitu
perpaduan antars nasionalis dan religius.
lsu1 agama atau identitas Islam tidak hanya
disematkan pada partai lslam, namun pola
koalisi menggambarkan bahwa kandidat
yang dinominasikan tetap harus meng-
gambarkan perpadunan antara nasionafis
dan religius. Meskipun secara perolehan
kursi di parlemin, partai Islam kurang bisa
bersaing dengan partai nasionalis,
khususnya PDIP dan Gerindra, namun
representasi lslam tetap menjadi kalkuolasi
politik dalam Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Indonesia. Artinya, untuk
menguatkan basis akar rumput dan
meminimalisir konflik di antarn masya-
rakat, maka seluroh partai politik, baik
nasicmalis maupun religius akan cenderung
menempati posisi tengah, tdak pada ego
sectoral masing-masing partoi. Kondisi ini
terbentuk karena aturan pemilu vang
mengharuskan partai politik memenuhi
ambang batas, serta syarat lebih dari lima
puluh persen untuk bisa memenangkan
kompetisi politik tersebut. Dengan
demikian, pembelahan sosial cenderung
dapat diminimalisir pada sistem ini, karena
partai politik tidak bisa ada di sisi ekstnim
untuk memenangkan pemilu, mereka haros
ke tengah untuk mendapatkan suara yang
lebih banyak

mw

KESIMPULAN DANSARAN

Kenapa identitas Islam tidak lagi
menjadi saluran utama bagi masvarakat
Muslim Indonesia? Sistem Pemilihan
Presiden Indonesia yang diatur pada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
bentang Pemilihan Umum cenderung dapat
dikategorikan sebagal sistem majoritarian
karena mengharuskan kondidat atau
pasangan calon presiden dan wakili
presiden untuk mendapatkan perolechan
suara lebih dari 50% dalam memenangkan
kontestasi Pemiliban Presiden Indonesia.
Hal ini berdampak pada reorientasi partai
politik dalam menkonstruksikan pem-
belahan sosial yang ada di masyarakat. Isu
Islam dan nasionalis menjadi lebih sempit
sehingga partai politik cenderung ber-
orientasi ke tengah atan bersifat pragmatis.
Hal ini dapat dibuktikan dengan dinamika
pola koalisi yang terbentuk pada Martai
Islam. Mereka tidak membentuk soato
kesatuan untuk mempertegas identitas
Islam atau pembelahan sosial sebagai suatu
kekpatan besar, namun mereka mencoba
memadukan unsur Nasionalis dan Religius
dalam menominasikan kandidat.

Pada Pemilihan Presiden ahun 2014,
PAN dapat berperan lebih baik dengan
mencalonkan HMatta Rajasa sebagai calon
wakil presiden, sedangkan PKS dan PPP
cenderung mengikuti proses politik vang
dipimpin oleh Gerindra dan PAN.
Sedangkan PKB bergabung dengan koalisi
FDIP dan lebih banyvak memainkan
peranannya ontuk menguatkan posisi JK
sebagai calon wakil presiden. PKS, PPP, dan
PKB tidak dapat berperan melebihi 'DIF
maupun Gerindra karena kekuoatan
parlemen mereka lebih lemah, Kemudian,
pada Pemilihan Presiden tahun 2019, PKB
dapat berperan lebih baik dengan
memanfaatkan momentum politik Islam di
Indonesia. Sedangkan, PAN dan PKS
kehilangan daya tawar mereka dihadapan

Suryani, (HET). The coalition of Islamic Political Parties in the 2004 Presidential Flection: A Case Study of the

Hargaining Position of PES, PPP, PAN, and PEBm the Coalition. [ Msrertation: FISIE UL
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Gerindra untuk menempatkan kadernya
pada posisi calon wakil presiden.

Selanjutnya, meskipun PPP ada dalam
koalisi pemenang, namun mereka tidak
banyak berperan karena konflik internal
dan lemahnya kekuntan mereka di
parlemen.

Berdasarkan perbandingan kajian
pada pemilihan presiden tahun 2014 dan
2019, koalisi yang dipilih partai Islam di
Indonesia berkaitan dengan aspek ideologis
dan pragmatis. Poros PKB yang berbasis
NU lebih menerima PPP dibandingkan
dengan PRS. Selain itu juga, konsistensi PKS
sebagal opesisi mencerminkan adanya
aspek ideologis yang dipegang oleh elit
PKS. Akan tetapi, dar pola yang terbentuk
partai Islam di Indonesia dipengaruhi oleh
sistem electoral yvang mengharuskan
mereka berkoalisi dengan partai lain,
khususnya untuk memenuhi ambang batas
pencalonan presiden. Selain itu, pola yang
terebentuk menunjukan bahwa partai Islam
cenderong memiliki preferensi untuk
memadukan aspek nasionalis dan religious,
sehingga perilaku partai lslam lebih
condong ke tengah danipada menegaskan
identitasnya dalam kontestasi pemilihan
presiden dan wakil presiden. Kepentingan
pragmatisnya adalah mereka harus ikut
berkompetisi pada pemilihan presiden dan
wakil presiden, sehingga partai Islam
cenderung dipengaruhi hukum sistem
majoritarian bahwa untuk mendapatkan
suara pemilih maka partai horus semakin ke

tengah.

Kemudian, saya menyarankan penelitian
selanjutnya untuk menggunaan hipotesis
alternatif agar bisa lebih komprehensif
dalam menjelaskan kaitan sistem electoral
dan koalisi partai politik. Selain itn, secara
metodologis penelitian loinnya bisa
dilengkapi data dengan mewawancarai
partai politik dan penyelenggara pemilu
agar bisa menghasilkan argomentasi vang
lebih mendalam. Selain itu, penggunaan
mix method juga menjadi opsi tambahan,
karena studi electoral berkaitan dengan
perilaku manusia yang juga dapat diuji
melalui pendekatan kuantitatif.,
Selanjutnya, secara praktis, saya
menyarankan penguatan nilai-nilai
kebangsaan oleh penyelenggara negara
untuk mendukung persatuan bangsa dan
peningkatan literasi politik masyarakat
dalam menghadapi pembelahan sosial pada
komtestasi di tingkat eksekutif maupun

legistatif.
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